
BUPATI SLEMAN

PERATURAT{ BUPATI SLEMAN

NOMOR 1CI TAHUft 201CI

TENTANG

MEI(ANISME PEI,AVANAN INFORfr{ASI MEDIA MA$SA

DENGAN MHMAT TUHAN YAI.}G iNAHA ESA

Menimbang : a.

tsUFATI $L€MAH,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemberitaan kepad-a

masyarakat Pernerintah Kabupaten slernan per{u meny*iakan
fasilitas pelayanan irT fornnasi melalui media massa;

bahwa agar pelayanan iniorrnasi rnennuat berita yang akurat,

benar, dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu

menetaBkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme pelayanan

lnformasi Media Massa.

undang-undang I'lemor 15 Tahun tgs0 tentang pembentukan

Daerah Kabupaten daiam Lingkungan Daerah lstimewa

Yogyakarta (Berita Negara Tahun ig50l'lomor 44);

undang-undang Nomor 32 Tahun zfrfi4 tentang pemerintahan

$aerah {Lembaran llegara Republik lndonesia Tahun 2o04,

f.lcrmor 125, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 44S?)

sebagaimana ielah beberapa kati diubah ter:akhir dengan

undang-undang Nomor 12 Tahun z0og tenft*ng perubahan

Kedua UndangUndang Nornsr gZ Tahun 2004 teniang
Pemeriniahan Daerah {Lemb'aran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008, Homor 54 Tambahan Lernbaran Negara Republik

lndonesia Nomor aS44);

Peratur:an Pemeriniah Nomor ga rahun lgg$ t*ntang

fienetapan Mulai Berlakunya undang-undang 1950 Nomor iz,
13, 14 dan 15 Dari l{ar pembentukan Daerdrdaerah

Mengi*gat : 1.

b.

2.

3.



lkbupaten di Jawa TimurlTengahlBarat dan Daerah lstimewa

Yogyal*ada tBerita l.legara Tahun tg50 tdonmr 59):

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34'485 Tahun

2009 tentanq Fernbeftentian Sernentara Bugati $lernan

Provinsi Daerah lstimerrva Yogyakarta.

foilenetapkan

METTUTUSI(AN;

PERATURAN BUPATI TENTANG MEI(ANISME PEIAYANAN

INFORMASI MEDIA MASSA.

BAB I

K€TENTUA}{ UMUM

P'asal 1

Mn Peraluran Eupati ini _vang dimaksud dengan:
- Pe"nerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten sleman.

2- lnformasi adalatr keterangan, wnyataan. gaqasan, dan tanda-tanda _yaflg
rnenqandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun renjelasan yang

daoet dilihat, did$gar, .dan dibaca, yang disaiikan &tarn berbagai kernasan dan
format sesuai dengan perkembangan teknolqi informasi dan komunikasi baik
rT Edia rTl€]ssa etektronk,ataupun,non elekkonik.

3 Pernberitraan adalah melaporkan atau menyampaikan informasi melalui media
komr.rnikasi bak elektronik ma$pun non elektronik.

4, Pe*iprtrtan adalah pross atau cara keria urartawan dalam memproleh infonnasi
rJr*.* oernbrstarr berita. laosran di rndia rnassa.

: Wbrta'rran adalah orang yang secara terafur melaksanakan kegiatan lumalistik atau
€F€YKI yang secara terattrr rnenulisl€n berita {.ben;oa laooran} dan tulisannya
#.irimkan/ dimuat di media massa sec€ltit teratur.

f; fiilecfia fJhssa adalah lernbaga sosial dan wehana kornunikasi masea yang
rqebksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari. memperoleh. me*iliki.
nFrwimDan, rnengolah. dan men,yannsaikan informasi baik dalarn bentuk tulisan,
6ilris?. gnmbar' suar?l dan gamb€rr; s€rt? data dan grafik maupun dalam bentuk
ld'lfiva derlgan meng-qunakan mdia kornunikasi .eld<tronik dan non dektronik.
Orwtisasi Perangkat Daerah, yang selaniutnva disingkat OPD. adalah satuan keria
H€ngkd fuah di lingkungan Ferner,intiah lGbupaten leman,

& Bagan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, yang selaniutnya disingkat
B€gaan Hurnas, adalah unit keria yano rnernpunyai tugas melaksanakan analisis dsn
FlWiAOan rancanoen kehiiaksn r{qlq m hr rlrr rnnon maar raraLa$



Kartu tanda pengenal adalah kartu identitas yang diterbitkan oieh Bagian Humas

yang wajib dimiliki wartawan yang akan melakukan peliputan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sieman.

BAB Ii

PELAYANAI\ iNhURMTTSI MIUiA }InASSA

Fasal 2

:e:renntah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan informasi media massa melalui

:e,*, ceritaan dan,peliputan.

Pasal 3

:'e,-,berian layanan informasi media massa sebagairnana dimaksud dalam pasai 2

J:E(..jKan oleh Pemerintah Daerah danratau CIpD, yang pelaksanaannya
::. :':-cinasikan oleh Bagian Humas.

BAB III

PbMtsERI"TAAN DAN PELIPUTAN

Bagian Kesatu

Pemberitaan

Pasal 4

" r*rrbentaan meiaiui meclia massa sebagaimana ettmaksud datarn pasai z dapat
: .a(ui(an ciengan cara:

: -engijncjang wartawan atas prat<arsa pemerintah Daerah;

: -emDeriKan maien pemberitaan aias permintaan wartawarr yaftg meiakukan
reirputan.

- i'ac'an Humas dapat menyampaikan perss reiease kepacia wartawan yang irdak
l-ac6t menghadin undangan Pemerinial'r Daerah sebagai,mana ciimaksuri pada ayat- r.rruf O.

Pasal 5

lrili{lIiffii*' *f'cr-masi untuk pember:itaan yang dapai diberikan kepada wartawan dapat
'lir8r:'3*:-{ data' release !:enta, dokumentasi foto, dokumentasi video dan atau
n&*r3',?3r''i iisan mengenai i<ebrjaxan pemerintahan, program pembangunan, dan
,i['ilg]r,iilrr'sal dan kryiatan OPD.



Pasal 6

imrormasi yang tidak dapat ciiberi:kan lcepada me<iia massa adalah:

a informasiyang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r inforrnasiyanc dapat rneresahkan dan mernbingungkan masyarakat;

; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan negara.

Bagian Kedua

Peliputan

Fasal 7

Wartawan yang melakukan peliputan di lingkungan pemer.intah daerah wajib
n'remiliki kartu tanda nengenal.

: iltartu tanda pengenal sebagaimana dimaksuei pada ayat iti diterbiixan oieh Kepaia
Bagran Humas.

Pasal I

il,in&rlcnilran cialam melaku kan petiputan wajib:

a nenunlukkan kartu tanda pengenal kepada Bagian Humas;
; *tennafuhi ketentuan protokoler 

".'ang 
berlaku di lingkungan pernerintah daerah.

tsaglan Ketrga

Tata eara'Pemberrtaan dan petrputan

Pasai g

ill Bagian Humas bertugas memfasiliiasi <ian mengoorclinasikan opD ciatam
penyeciiaan maieri cianiatau penyarnpaian informasi kepacla wariawan uniuk
pemberiiaan cian pelipuian cji meaia massa.

2t Penyampaian informasi kepada wartawan dapat diiakukan atas dasar prakarsa
pemerintah daerah atau permintaan wartawan dengan cara:
a. Jumpa pers;

b. penyam paian press reiease; danlatau

c. mengundang wariawan untuk melakukan peiiputan.

Pasal 1S

3FD setelah berkoordinasi <iengan Eagian Humas dapat iangsung memberikan materi
rerrrtberrtaan cjan peiiputan kepada wartawan dan atau rnengirimkannya kepaeia Bagian
-*u':flrfias untuk pembentaan <ian peiiputan oi meoia massa.



Pasai tt

Pada saat pemberitaan dan peli:putan, OPD wayb rnenolak rnernberikan infornasi
kepada wartawan yang tidak memiliki kartu tanda pengenal dan atau tidak mematuhi

keterrtuan protokoier y.ang ber{aku.

BAB iV

NARASUMBER

Pasal 12

Narasumber'untuk pelayanan pemberitaan dan peliputan sebagai berikut:
a' Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah;
b. kepala OPD atau pejabat struktural-dibawalmya, ,untlrk infoprnasi yang ber{raitan

dengan kebijakan dan peiaksanaan teknis mengenai bidang tugasnya;
c' apabiia kepaia OPD atau pejabat strukturai dibawahnya berhalangan, dapat

diwakiikan kepada pejabat strukturai ciibawahnya yang memperoieh izin atau
drtunjuk atasan ian gsun gnya;

d' pejabat fungsionai, uniuk informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis
mengenai bictang tugasnya.

BAB V
PtlrvnMPnrAs,i frtAK Kr,rREKSi Unni nef JAWAE

Pasat 13

Bagean Humas bertangg,tlng;awab ,untuk mernantau informas yang oipqblrxasil€n
oi meciia massa.

Apabiia dkemukan informasi yang tidak sesuai dengan konclisi yang sebenarnya,
atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada wartawan , Eagfian
Humas bertindak selaku koordinator dan fasilitator untuk menyampaikan hak koreksi
dan hak jawab kepada media ma$sa.

Pasai 14

" ! ilrlat'eri hak koreksi dan hak jawab disusun oleh Bagian Hurnas dengan
berkoordinasi dengan OpD yang terkait.

'2 @ian Hurnas mengirimkan materi hak koreksi dan hak jawab kepada media
Fn'lss€l paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pemberitaan di media massa.

-'! r

r2)



BABVI

PENUTUP

Pasal 15

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

fuar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

Itr"rEan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

)ru.mdangkan di Slernan

ffica Enggal ft uei 2O1o

3F-<RETARIS DAERAH

#AHI,JPATEN SLEMAN,
/

$UTRffiNO

SER]TA DAERAH

I

TGBUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 4 SER| I

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal tP Mei 2O1O

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO


